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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI BANYUMAS

OR : 11 TAHUN 1993 SERI : D NO : 5

\ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG

.DUDUEAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

imbang : a. bashwa dengan ditetapkannya Peratu-

' ran Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1982 tentang Pedoman Kedudu-
kan Protokoler Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwskilan Rakysat
Daerah, maka Ketus, Wakil Ketus dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mendapat Kedudukan Proto-
koler dalam mengikuti Acara Kenega-
raan maupun Acara Resmi ;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1874 Pasal 28 ayat
(2) Kedudukan Protokoler Ketus,
Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diatur
dengan Persaturan Daerah ;

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mengingat

: but

bahwa sehubungan»dengan hal
huruf b di atas, maks dipg
dang perlu mengatu? KedUdukg‘
protokoler Ketua, Wakil-waki] Ketun
dsn Anggota Dewan Perwakilan Rakyai
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Banyumas dengan Peraturan Daerap .

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan pj
Daerah ;

. Undang-undang Nomor 13 Tashun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

jawa Tengah ;

: Undang;undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

; Undang—undang' Nomor 8 Tshun 1987

ygntang Protokoler ;

. Peraaturan =~ Pemerintah Nomor 36

Tahun 1885 tentang . Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1868
tentang  Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusysawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimé-
na diubah dengan Undang-undané
Nomor 5 Tahun 1975 dan Undané-
undang Nomor 2 Tshun 1985 ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tah¥’

1880 tentang Ketentusn KePrOtOKOlag
mengenai Tata Tempat, Tata Upaca”
qan‘Tata Penghormatan ;
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T Kgputusan Presiden Republik Indone-
Sia Nomor 18 Tahun 1972 tentang
Jenis-jenis Psaksian Sipil ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman
Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil
Ketua dan Anggots Dewsn Perwakilan
Rakyat Daerah ;

1gan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 'Daerah
oupaten Daerah Tingkat II Banyumas |

MEMUTUSEKAN

ietapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER . KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daersh
Tingkat IT Banyumas ;
€Wan Perwakilan Rakyat Daersh adslah Dewan Per-
Wakilan Rakyst Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
®Nyumas yang selanjutnya disebut DPRD ;
g;gginan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua

Pimpinan Sementara DPRD adalsh Pimpinan Sementsars

ﬁusygyarah—musyawarah DPRD- sebelum Pimpinan DPRD
Serpilih, dianbil sumpah/janii dan dilsntik ;
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h Sekretari _
. uilayahsDasrah adaiz is g3
sokretart I‘i;éigateﬂ Daerah Tl“g%‘athéDBanyumaslﬁ‘
yz.ih/[)aer{al DPRD gdalah Sgkret..ar;ﬁ KabuP&tén
; Sekretarls Lah paerah Tingkat Banyuma; ;
Daera Kabugrotokoler adalah Hak vyang diberiy,,
_ gedudukan rang atau lambang untuk mendapatky, -
E perlakuar, Tata Tempat dalag

kepada

enghormat&n dan Acara Resmi ;

pens = enegaraan atau {an at dal

Acara 1 adalah Serangkaian atural - 93 . Acarg
ke an atau Acard Resmi yang meliputi aturg
Kenegari Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Peng-
menger;an - ehubungan dengan penghormatan kepads
hormata an Jabatan dan Kedudukannys

seuai deng
3 Pemerintah dan Masyarakat ;

adalah Acara Y&r}lg bersifat kene-
' diatur dan dilaksanakan secara terpu-
gztfaansggzg dihadiri oleh Pejabat Negara dan Un-
dan’gan lainnya dalam melaksanakan acara teri.:entu 3
. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resml yang
diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah  atau

1am melaksanakan tugas

Lembaga Tertinggi Negara da : 7 &0 :
dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat
Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Undangan

lainnya ; : .
. Pejabat Negarsa sdalah Pejabat sebagaimana dimaksud
dalsm Undang-undang Nomor 8 Tshun 1974 tentang

Perundag-

Pokok-pokok Kepegawian dan Peraturan

undangsn lainnya ; : .

. Pejsbat Pemerintah adalash Pejabat yang mendudukl

jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintahan ;

. Tokoh Masysrskat adalah seorang yang karena kedu-

dukan sosialnya menerima kehormatan dari masyara”

kat dan/atsu Pemerintah ;

. Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk mzlag;
ca

sanakan upacara d
: : alam A u
Resmi ; cara Kenegaraan ata

| g:;? Pz?mgat adalah Aturan mengenai urutan tempat
Jabat Negara, Pejabat Pemerintah dan To}égu
a -

Masyarakat
Aotra Resnd tertentu dalam Acara Kenegarasn =

)
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Tata Penghormatan adalgh Aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat
pemerintah dan Tokoh Masyaraskat dalam Acara Kene-
garaan atau Acara Resmi ; :

BAB II
ACARA RESMNI
Pasal 2

. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh
Kedudukan Protokoler dalam Acars Resmi.

Acara Resmi sebagasi dimaksud ayat (1) adalah

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di
Dserah antara lain

Peringatan Hari-hari Nssional/Bersejarsah ;

. Peresmian Proyek Nasional ;

. Pekan Olah Raga Nasional

Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi

Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;

5. Seminar-seminar / Rapat Kerjs.

BN

b. Acara Tingkat Daerah yang menghsdirksn Pejabat
Tingkat Pusat, antara lain
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarsh ;
2. Penerimaan kunjungan kerja Preisiden £
Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara
Lainnya ;

3. Penerimaan Tamu Asing ;

4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat
Negara ;

9. Peresmian Proyek Daerah ;

6. Pembukaan Pekan Rays ;

7. Peringstan Hari Ulsng Tahun Organisasi

Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;-
8T Seminar-seminar / Rapat Kerja.

©. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh
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. i i h, antara 1lgj
~iabat Pemerintah di Daerar in
EPJgering&tan Hari-hari Nasional/Bersejargp :
5> Upscara Pengibaran / Penurunan Bendery

Merah Putih ; .
3 Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat

Pemerintah ; :
Peresmian Proyek Daerah ;

g: Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik darj
luar maupun dari dalam negeri ;

6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi
Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;

7. Penerimaan / pelepasan Kontingan daerah ;

8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

BAB III
TATA TEMPAT
Pasal 3
Tat%l tempat ditentukan 'dengan urutan sebagsai
berikut '

‘a. Kepala Daerah, Ketua DPRD s :
b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketus DPRD,

Anggota DPRD.
BAB IV
TATA UPACARA
Pasal 4

(1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

a Ben cara
Benders . dera atsu bukan Upa

(2) Untuk keseragaman,

: 3 n
kehidmatan kelancaran, ketertiban da

jalannya Upacara dalam Acara Kenegd~
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gan Acara Resmi, diselenggarg
rﬁanberdasarkan Pedonan Umupm : Tatl;:flam )
-;kasanaan Upacara.

ata Upacg-
Upacara qgp

BAB- V )y
TATA PENGHORMATAN
Pasal 5.
palam Acara Kenegaraan atsu Acars Relsn'li, -'Ketua,

yakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghorma-
tan sesuai dengan kedudukannya sebagai Pejabat

Negara.

(1)

(2) Penghormatan sebagai dimaksud ayat (1) selain
berupa pemberian Tata Tempat, juga berupsa peng-
hormatan Jjenazah apabila meninggal dunia serts
pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk
pelaksanasn Acara sesuai dengan Peraturan Perun-
dang-undangan ynag berlsaku.

BAB VI
RAPAT DPRD
"Pasal 6

J.
“ls rapat DPRD vang memerlukan pengaturan 1asa

:
a,mp:t~ adal&h sebagai berikut :
b oot Paripurna ; '

' a 2
b, Raszz Par_lpurna Istimewa ;
Paripurna Khusus ;

Pasal 7

g&tu :
glmak ugag Tata Tempat dalam rapat DPRD sebaga
%o asal 6 adalah : 5 s
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b. Bupati Kepala Daerah duduk sejajar dan sebelyp,

kanan Ketua DPRD ; : .

Aiggota DPRD menduduki tempat yang telah dlSedia\

kan khusus untuk Anggo?a.;

d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan gy,
sesuai dengan kondisi ruangan rapsat. \

7

\

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istime&é

dengan Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantj_

kan Bupati Kepala Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Pejabat yang akan
mengambil sumpah/janji dan melantik ;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketus
DPRD ; '

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telsh -disedig-
kan khusus untuk Anggota ;

d. Bupati ~Kepala Daerah yang lama duduk disebelsh
kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan
melantik ; ,

e. Calon Bupati Kepala Daerah duduk disebelah kiri

~ “Wakil-wakil Ketua DPRD ;

f. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan, Pembacs Doa, Penin-
jau dan Undangan diatur ~sesuai dengan kondisi
ruangsn rapat. .

g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan
duduk.disebelah kiri Wakil-wakil Ketus DPRD -

h. Bupati Kepala Dserah yang barn dilanti duduk

‘disebelah = kanan Pejabat vang mengambil
sumpah/janji dan melantik. '

Pasal 8

Pasal 9

(1) Pgngaturan Tata Tempat dalam Rapgt Paripﬁrq§
istlmewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janii
bggiﬁti DPRD  Hasil Pemilihan Umum sebagai

at :

a. Pimpi?an Sementara DPRD duduk disebelah iy
Bupati Kepsls Daerah | -

J

toe]
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Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri

p, Ketuz '
* pimpinan gementara DPRD ;
pnggota DPRD yang lama maupun Calon Anggotsa

o DPRD v&ng skan diambil Sumpah/Janji duduk
.ditempat vang telah disediakan khusus untuk
Anggota ; |

4. Sekretarls DPRD, Rokhaniawan dan Undangan
diatur sesual dengan kondisi rusngan rapat.

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna
[stimews DPRD untuk pengambilan Sumpah/Janji
pimpinan dan/atau Anggots DPRD antar waktu diatur

sebagai berikut : |
.. Ketua DPRD duduk disebelah kanan Wakil-wakil

Ketua DPRD ; ,
b. Bupstil Kepala Daerah duduk

Ketua DPRD ; ,
c. Calon Pimpinan dsn / atau sanggota DPRD antar

waktu disediakan tempat khusus ;

d. Anggota DPRD duduk ditempat yang te
akan ; , '

e. Sekretaris DPR
wan, Pembaca Doa
ruangan rapat.

z)pengaturan

disebelah kanan

lah disedi-

D, Undangan, Peninjau, Rokhania-

diatur sesual dengan kondisi
Pasal 10

engaturan Tata Tempat dalam Rapat Pgripurna Istimewa

%zFM1 Aara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelant?kan
tua dan  Wakil_wakil Ketua  DPRD hasil Pemilihan

i )
1mgicuatur sebagal berikut : #3s
1fm1§an Sementars DPRD duduk disebeléah kiri
bati Kepala Daerah ; o
kiri

Ke . ’
®tua Pengadilan MNegeri duduk disebelah

:_Egﬁginan Sementars DPRD ; _ - .
Kem]ah Pelantikan Pimpinan DPRD, Wakll—wakll
ner 2 DPRD duduk disebelah viri Ketua DPRD dan

~an  Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursil
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'BAB VII
TATA PAKAIAN
Pasal 11
Dalam acara pengambilan Sumpsh/Janji dap pelant

Pimpinan DPRD, Bupati Kepala daerah mengenakan pg
an Dinas Upacara Besar (PDUB).

ikap
kai-

Pasal 12
(1) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dap menghg-
diri rapat Paripurna Pimpinan DPRD dan  Anggotg

DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) .

(2) Daiam hal menghadiri Rapat Paripurns
tanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD,

Penanda-
Rapat

Paripurna Istimewsa dan Rapat Paripurna  Khusus,
Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Paksian

Sipil Resmi (PSR).

(3) Dalam hsl menghadiri pengambilan
Anggots DPRD, menghadiri

Sumpah/Janji
Pelantikan Bupati Kepals

Daerah, dsan Pelantikan Pimpinan DPRD, Pimpinan

dan Anggota DPRD mengensak
(PSL).

' BAB VIIT ‘
TATA URUIT NOMQR DAN IDENTITAS KENDARAAN
Pasal 13

(1) Pengaturar Nomor

ngigg_ Setelah Nopop Kendaraan Bupati Kep

(2) Pengaturan

an Pakaian Sipil Lengkap

D
Kendaraan Dinas Ketua DPR

ala

pinas

-
Nomoy Kendaraan pinas  Wakil-wak!
geiua DPRD adalap Setelah Nomor Kendaraan
ehretarig Wllayah/Daefah

10
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(3) Pada badan Kendaraan Dinss operasionsl DPRD

diberi identitas DPRD Kabupaten Daersh Tingkat II
Banyumss. ;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

eraturan Daerah ini disebut jugs Peraturan Daerah
entang Kedudukan Protokoler DPRD.

Pasal 15

al-hal yang belum distur dalam Peraturan Dsersh ini

epanjang mengensi - pelaksansannysa ditetapkan oleh
upati Kepalas Daerah.

Pasal 18

sraturan Daerah. ini mulai berlaku .pada tanggal
iundangkan. :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
ihkan pengundangan Peraturan Daersh ini dengan
snempatannya dalam Lembaran Dserah Ksbupsten Daersh
ingkat II Banyumas.

Purwokerto, 22 Pebuari 1995

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH

{ABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
KETUA
“ap, ttd. _ cap . ttd

¥WARSONO H. DJOKO SUDANTOKO

11
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ini disahkan dengan g
turan Daserah 1inl telgh ¢ Sxiig o
gsazrﬁzr Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengsgh t&n§°m1
4 Agustus 1993 Nomor 188.8/373/1993 | €3]

i 0 Daerah Kabupat
Diundangkan dalam Lembaran paten Dy,
Tingkat II Banyumas Nomor: 5 tanggal 28 Oktobey 1§§§

Seri D.

Sekretaris Hilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas
YMT
cap. tid.

J. SOEHARTO, BA

. NIP. 010041574
Assisten I Sekwilds

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PENJELASAHS
ATAS
sgRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUHAS

RATU RAN

P .
NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

{EDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
¢ABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUHAS

penjelasan Umum.
Acars Kenegaraan atau Acarsa

Resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh
Masyarakat tertentu memperoleh Kedudukan Protokoler
yang pada pokoknya meliputi Tata Tempat, Tata Upacara
dan Tata Penghormatan serta Tats Pskaian maupull Tata
lrutsn Nomor Kendaraan Dinas sebagail dimaksud pada

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987.

g@%vbanetua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagail

d$§~3t Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Un-

hotimﬁmg Nomor 8 Tahun 1374 memperoleh Kedudukan
okoler yang pengaturan pelaksanannya diteteapkan

Bahwa didalam mengikuti

dal
Ma&g_Peraturan Dserah berpedoman pada Peraturan
ri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982.

e

P J¢lasan Pasal demi Pasal.

8.58_1 1 % i .

P sampai dengan 4 : Cukup Jjelas.

&Sal £

. ‘J ayat (1) . Cukup jelas.

anl 5 ’ .
avat (2) . Penghormatan jenazah Dbagl

Ketua

Ketusa, Wakil—wakil
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Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8 sampai dengan 186

e e e e e R T I

dan Anggots bPRD
meninggal dunisg bezm@
Pengibaran Benderg iPa
tengah tiang ~di g,
DPRD. =
Cukup jelas.

Wakil EKetua DPRD yang |
mendapat tugas ‘memimpip
rapat, duduk disebelah

kiri Ketua DPRD.

Cukup jelas.
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